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BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS

Menimbang

Mengingat

MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas keuangan
pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan yanglebih mendasar dan relevan dalam upaya peningkatan
perolehan Pendapatan Asli Daerah:

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 54
tahun 2017 jo Permendagri tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau AnggotaKomisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah, Panitia Seleksi beranggotakan PerangkatDaerah dan unsur Independen, perlu dilakukan Revisi
dan penyesuaian Peraturan Daerah ini:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentangPerubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJAMIGAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha MilikDaerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun2017 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKutai Kartanegara Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan
Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1 13)diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 4

(1) PT. MGRM merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang minyak dan gas, dan dapat membentuk anak
perusahaan.

(2) PT. MGRM berkedudukan di Daerah dan berkantor
pusat di Tenggarong sebagai Ibukota Daerah.

(3) PT. MGRM dapat membuka kantor cabang, kantor
cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau unit
usaha di daerah lain.



Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

PT MGRM bergerak di bidang usaha pengelolaan Minyakdan Gas, pada wilayah kerja Migas di Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 14

(1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan,
tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris
dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar
PT. MGRM.

(2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Komisaris dan
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Bupati dan pengangkatan
selanjutnya setelah melalui uji kelayakan dan
kepatutan oleh tim independen yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
4.

Pasal 16

(1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkanmelalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah
disetor kedalam rekening umum kas Daerah.

(3) Penerimaan yang berasal dari Participating Interest 106bukan merupakan pendapatan usaha perseroan.
4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disetor kedalam rekening umum kas daerah setelah

ditetapkan melalui RUPS dengan memperhitungkanatas segala biaya pengurusannya.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
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